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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PMK.02/2018
TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a

dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan
kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan
melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara,;
bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata
Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013
tentang Tata Cara  Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Bantuan Iuran;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana

iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran, perlu
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Mengingat

dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana
Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013
tentang Tata Cara  Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan

Penerima Bantuan Iuran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan

Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
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11.
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144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5746);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191);
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Menetapkan :

12.

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1088);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN
IURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang
selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program
jaminan kesehatan.

Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang
selanjutnya disebut Iuran PBI adalah iuran jaminan
kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah bagi PBI Jaminan
Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

kesehatan.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas
permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah

pembayaran.

BAB II
PENYEDIAAN DANA

Pasal 2
Dewan Jaminan Sosial Nasional mengajukan usulan
anggaran Iuran PBI setiap tahun kepada Menteri
Kesehatan paling lambat minggu kedua bulan Januari
untuk anggaran tahun berikutnya.
Menteri Kesehatan mengajukan usulan anggaran Iuran
PBI kepada Menteri Keuangan.
Proses perencanaan dan penetapan alokasi anggaran
Iuran PBI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai petunjuk penyusunan dan
penelaahan rencana kerja dan anggaran
Kementerian /Lembaga.
Proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran luran
PBI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai petunjuk penyusunan dan

pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.



